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ABSTRAK

Nama :  Rizky Adi Kurniawan
NPM :  6091801175
Judul :  Analisis terhadap Proses Integrasi Pengungsi Suriah di Turki dengan

Konsep Integration Framework dan Cobweb Model (2015-2019)

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Turki telah menampung lebih dari 3,5
juta pengungsi asal Suriah dan bertransformasi menjadi negara penerima pengungsi
baru. Dorongan untuk mengintegrasikan para pengungsi ini meningkat seiring dengan
terjadinya fenomena protracted refugee situation (PRS) karena para pengungsi tidak
dapat kembali ke negara asal maupun ingin bermukim kembali di negara ketiga.
Selain itu, muncul permasalahan seperti kurang efektifnya kebijakan migrasi Turki
dan terjadinya diskriminasi sosial maupun kekerasan yang dihadapi oleh para
pengungsi. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai
"Bagaimana terjadinya proses integrasi pada pengungsi Suriah di Turki pada tahun
2015-2019?". Dalam menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan
konsep Integration Framework dari Ager dan Strang untuk menjelaskan pemenuhan
bidang-bidang integrasi seperti ketenagakerjaan, tempat tinggal, pendidikan, hak
kesetaraan, koneksi sosial, pemahaman bahasa dan budaya lokal, serta keamanan dan
stabilitas sosial yang dapat diakses dan dapat mendorong terjadinya proses integrasi
pengungsi Suriah. Bidang-bidang tersebut dipenuhi dan difasilitasi oleh berbagai
aktor seperti Pemerintah Turki, OI, dan NGO sesuai dengan Konvensi Pengungsi
1951. Para aktor membentuk kerja sama kolaboratif yang dianalisis melalui Cobweb
Model dari John Burton. Model tersebut menjelaskan interaksi antar aktor melalui
program individu maupun kolaboratif serta kepentingan organisasi yang dapat
mendorong terjadinya proses integrasi yang lebih baik. Berdasarkan analisis
menggunakan integration framework, ditemukan bahwa proses integrasi pengungsi
Suriah telah berjalan pada utamanya dalam bidang ketenagakerjaan, pendidikan, dan
pemahaman budaya serta bahasa lokal. Namun, proses integrasi pada bidang lainnya
masih terhambat oleh barier seperti adanya stagnasi kebijakan, stigmatisasi, ancaman
refoulement, dan kekerasan lokal. Demikian pula dengan analisis menggunakan
cobweb model yang memperlihatkan bahwa Pemerintah Turki, OI, dan NGO masih
memprioritaskan tiga bidang integrasi di atas untuk mendorong resiliensi para
pengungsi Suriah, kemandirian ekonomi, dan interaksi sosial dengan masyarakat
Turki.

Kata kunci: Proses integrasi pengungsi, pengungsi Suriah, integration framework, dan
cobweb model.
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ABSTRACT

Name :  Rizky Adi Kurniawan
NPM :  6091801175
Title : Analysis on the Integration Process of Syrian Refugees in Turkey

with Integration Framework and Cobweb Model (2015-2019)

In the last five years, Turkey has been hosting over 3,5 million Syrian refugees
and transformed to become a newly refugee hosting country. The need to integrate
these refugees arises considering the ongoing phenomenon of protracted refugee
situation (PRS) since most of these refugees are unable to return home and do not
intend to resettle in third countries. At the same time, Syrian refugees have been
experiencing problem merging from the ineffectiveness of Turkish refugee policy to
increasing social discrimination and violence against them. This research inquires
"How does the Syrian refugee integration process happen in Turkey from
2015-2019?". To answer that, this research uses Ager and Strang's Integration
Framework to explain the Syrian refugee integration process which explores
important integration fields that are made accessible for the refugees such as
employment, housing, education, rights of equality, social connection, local language
and cultural knowledge as well as safety and social stability of the refugees in order
to support their integration. Those fields are fulfilled and facilitated by actors such as
the Turkish government, IOs, and NGOs in accordance with the 1951 Refugee
Convention. They come with a collaborative partnership and are analysed through
John Burton's Cobweb Model. The model explores interactions between those actors
through individual or collaborative programmes and organizational interests which
facilitate and push the Syrian refugees integration process forward. The analysis on
the integration framework found that Syrian refugee integration has been working
mostly on employment, education, and language and cultural knowledge fields while
integration processes in other fields are still facing barriers of policy stagnation,
stigmatization, threat of refoulement, and local violence. The application of cobweb
model shows that the Turkish government, IOs, and NGOs are still prioritising those
three integration fields to boost Syrian refugees' resiliency, economic independence,
and social interaction with the Turkish society.

Keywords: Refugee integration process, Syrian refugees, integration framework, and
cobweb model.
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Krisis pengungsi merupakan suatu permasalahan internasional yang masih

dihadapi oleh berbagai negara di dunia. Apabila merujuk pada definisi yang

dikemukakan oleh The United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR),

pengungsi merupakan sekelompok orang yang terpaksa pergi mencari perlindungan

ke luar negeri karena terjadinya konflik dan kekerasan di negara asalnya.1 Sementara

itu, apabila merujuk pada Konvensi Pengungsi 1951, seseorang dapat dikatakan

sebagai pengungsi apabila ia tidak dapat kembali ke negara asalnya dikarenakan rasa

takut akan persekusi yang dapat terjadi padanya karena adanya perbedaan ras,

kepercayaan, kewarganegaraan, kelompok sosial, maupun perbedaan opini politik.2

UNHCR menyatakan bahwa terdapat kurang lebih 80 juta orang yang terpaksa

pindah dari tempat tinggalnya dikarenakan instabilitas keamanan yang terjadi di

negaranya.3 Data yang sama juga menyatakan bahwa terdapat sebanyak 45,7 juta

pengungsi internal (internally displaced person (IDP)) dan 26,3 juta orang yang

terpaksa mengungsi ke negara lain. Sebanyak ⅔ dari total pengungsi yang tersebar di

seluruh dunia berasal dari 5 negara yang sedang berkonflik, termasuk Suriah.4

Sebagian besar dari para pengungsi ditampung oleh negara-negara yang memiliki

4 Ibid, berdasarkan data yang terakhir diakses pada Mei 2021. Sebanyak 6,6 juta pengungsi berasal dari Suriah dan
disusul oleh Venezuela dengan 3,7 juta pengungsi, Afghanistan dengan 2,7 juta pengungsi, Sudan Selatan dengan
2,3 juta pengungsi serta Myanmar dengan 1 juta pengungsi.

3 UNHCR, "Refugee Statistics", Refugee Data Finder, terakhir diakses pada Mei 2021,
https://www.unhcr.org/refugee-statistics/

2 UNHCR Communications and Public Information Service, “Convention and Protocol Relating to the Status of
Refugees”, terakhir diakses pada tanggal 14 April 2021.

1 UNHCR, “What Is a Refugee?”, terakhir diakses pada Mei 2021, https://www.unhcr.org/what-is-a-refugee.html.
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kedekatan letak geografis dengan negara asalnya. Negara-negara seperti Turki,

Kolombia, Pakistan, Uganda, dan Jerman telah menampung sebanyak 39% dari total

angka pengungsi global. Empat dari negara penerima tersebut merupakan

negara-negara berkembang.5 Umumnya, pemerintah dari negara-negara tersebut telah

melakukan berbagai upaya kerja sama dengan organisasi internasional seperti

UNHCR dan International Organization for Migration (IOM) dalam mengatasi krisis

kemanusiaan ini.

Memberikan bantuan kemanusiaan dan perlindungan terhadap para pengungsi

sudah seharusnya dijadikan norma bagi komunitas internasional. Bantuan dari suatu

negara dianggap penting dikarenakan pengungsi merupakan kelompok masyarakat

yang sangat rentan dihadapi oleh permasalahan seperti halnya eksklusi sosial.

Permasalahan eksklusi sosial tidak dapat diselesaikan melalui pemberian bantuan

finansial secara langsung terhadap para pengungsi saja. Penting bagi negara untuk

memberikan akses terhadap fasilitas sosial yang semestinya terhadap para pengungsi

dianggap sebagai bagian dari kebutuhan dasar (basic needs). Sehingga, negara

penerima harus dapat memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi seperti dalam sektor

kesehatan, pangan, tempat tinggal, pendidikan, dan perlindungan sosial.6

Adapun langkah lain yang dapat dilakukan oleh negara dalam menangani

kedatangan pengungsi adalah mengintegrasikan kelompok pengungsi dengan

masyarakat lokal. Menurut Ager dan Strang, integrasi merupakan proses dari suatu

6 UNHCR, "Basic Need Approach in the Refugee Response", terakhir diakses pada Mei 2021,
https://www.unhcr.org/protection/operations/590aefc77/basic-needs-approach-refugee-response.html. UNHCR
menganggap bahwa pemenuhan basic needs akan berpengaruh pada survivabilitas para pengungsi di negara
penampung. Sebagai kelompok masyarakat yang rentan akan bahaya, pengungsi harus difasilitasi kebutuhannya
sebagai bagian dari perlindungan dan mendukung adanya peningkatan produktivitas setempat sehingga
memudahkan pembentukan solusi jangka panjang dan berkelanjutan.

5 Ibid.
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individu atau kelompok dalam berpartisipasi dan menjadi bagian dari masyarakat

tertentu tanpa harus melepaskan identitas budaya asal dari kelompoknya.7 Proses

integrasi merupakan hal yang penting karena tidak ada satupun pihak yang dapat

mengetahui kapan suatu konflik akan berhenti sehingga para pengungsi dapat kembali

ke negaranya. Selain dengan membentuk kebijakan tertentu, negara penerima dapat

memberikan fasilitas dan materi belajar bagi para pengungsi khususnya dalam hal

pendidikan bahasa dan budaya, peningkatan kemampuan (skill) bekerja, dan bantuan

penting lainnya sebagai bagian dari proses integrasi.8

Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa proses integrasi dapat terjadi

sebagai suatu fenomena natural yang dapat berjalan di suatu negara. Hal ini dapat

terjadi di negara penerima yang memiliki jumlah pengungsi lebih dari 25,000 dalam

waktu lebih dari 5 tahun terakhir. Fenomena ini terjadi karena integrasi merupakan

suatu proses dua jalur melalui interaksi sosial yang melibatkan para pengungsi dengan

masyarakat lokal.9 Masyarakat lokal memiliki peranan penting dalam mendorong

kemajuan dalam proses integrasi. Interaksi sosial antara kedua kelompok tersebut

dapat mengurangi adanya hambatan (barier) dalam bersosialisasi dengan satu sama

lain.

Sejalan dengan hal tersebut, diperlukan kerja sama antar aktor dalam

mendukung proses integrasi pengungsi yang baik. Kerja sama antar aktor ditekankan

9 Alastair Ager dan Alison Strang, hal.182. Ager dan Strang menemukan bahwa interaksi antara kedua kelompok
tersebut harus dijembatani oleh aktor lainnya (seperti badan lokal atau organisasi yang terlibat dalam pemenuhan
hak para pengungsi) dengan terlebih dahulu menyediakan fasilitas komunikasi seperti bantuan terjemahan dan
pelatihan bahasa lokal bagi para pengungsi.

8 Michaela Hynie, Ibid.

7 Alastair Ager dan Alison Strang, Understanding Integration: A Conceptual Framework, Journal of Refugee
Studies Vol 21 No 2, Oxford University Press, 17 April 2008, hal.166-191; dan Michaela Hynie, Refugee
Integration: Research and Policy, Peace and Conflict Journal of Peace Psychology, Vol 24, No 23, American
Psychological Association, Agustus 2018, hal.265-276.
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pada bagaimana pemerintah, organisasi internasional (OI), dan masyarakat sipil dapat

mengambil peran dan membentuk pola interaksi yang dapat membantu jalannya

proses integrasi. Hal ini menyikapi pada proses integrasi yang sangat abstrak dan

kompleks dengan berbagai dinamika dan indikator yang dapat menentukan

kesuksesannya. Penelitian ini menekankan pada proses integrasi pengungsi Suriah di

negara Turki yang didorong melalui pemenuhan kebutuhan dasar serta interaksi

antara para aktor seperti Pemerintah Turki, OI, dan NGO yang memfasilitasi proses

integrasi. Turki merupakan negara penerima pengungsi Suriah terbanyak di dunia

dalam 5 tahun terakhir. Seiring dengan tingginya angka pengungsi Suriah di Turki,

aktor pemerintah dan non-pemerintah telah melakukan berbagai langkah untuk

menjamin stabilitas kehidupan para pengungsi. Langkah-langkah tersebut meliputi

pada pemberian hak maupun bantuan bagi para pengungsi yang dapat mendorong

terjadinya proses integrasi pengungsi Suriah di Turki.

1.2. Identifikasi Masalah

1.2.1. Deskripsi Masalah

Saat ini, sudah terdapat Convention and Protocol relating to the Status of

Refugees (Konvensi Pengungsi 1951) yang telah ditandatangani oleh 145 negara

dan menjadi dasar hukum internasional utama yang mengatur negara penerima

(receiving state) untuk melindungi serta memenuhi hak-hak yang dimiliki oleh

para pengungsi yang ada di negaranya.10 Terdapat tiga prinsip utama yang
10 UNHCR, “Convention and Protocol Relating to the Status of Refugees”; dan UNHCR, "Introductory Note by
the Office of the UNHCR", Convention and Protocol relating to the Status of Refugees, hal.2-5. Note: Pertama,
prinsip non-discrimination melarang negara penerima untuk memberlakukan segala bentuk diskriminasi terhadap
pemenuhan hak-hak pengungsi dalam konvensi ini terlepas dari perbedaan jenis kelamin, orientasi seksual,
pandangan politik, dan lain sebagainya. Kedua, prinsip non-penalisation yang melarang adanya pemberian
hukuman terhadap para pengungsi yang masuk dan tinggal di suatu negara secara ilegal. Aturan ini
memperbolehkan pengungsi untuk melanggar beberapa aturan imigrasi yang berlaku di suatu negara. Ketiga,
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terkandung dalam konvensi ini yaitu non-discrimination, non-penalisation, dan

non-refoulement. Sehingga, negara-negara yang telah menandatangani perjanjian

ini seharusnya dapat melakukan kewajibannya dalam memberikan bantuan dan

perlindungan bagi para pengungsi termasuk melalui upaya integrasi. Konvensi

ini juga secara implisit mendukung terjadinya proses integrasi pengungsi di

negara penampung karena tertulisnya berbagai hak yang dimiliki oleh pengungsi

seperti hak terhadap akses dan bantuan hukum, pekerjaan yang layak, bantuan

sosial, tempat tinggal, dan pendidikan yang harus dihormati dan dipenuhi oleh

negara penerima.

Namun, terdapat tren di antara negara penandatangan konvensi yang

menutup diri dari kedatangan para pengungsi serta membatasi ruang bagi para

pengungsi untuk berintegrasi menjadi bagian dari masyarakat negara setempat.

Saat ini, banyak negara yang belum dapat mengimplementasikan tiga nilai dari

konvensi di atas, termasuk Turki. Sering kali, proses integrasi pengungsi di

negara penerima terhambat permasalahan seperti ketidaksinkronan antara aturan

nasional dan proses implementasinya dalam menangani kehadiran para

pengungsi. Sehingga, timbul berbagai penolakan dan tindakan kekerasan yang

dilakukan oleh sekelompok masyarakat terhadap para pengungsi.11

11 Jonas Ekblom, “Poland, Hungary Broke EU Laws by Refusing to Host Migrants: Court Adviser” (Reuters,
October 31, 2019), terakhir diakses pada tanggal 14 April 2021,
https://www.reuters.com/article/us-europe-migration-court-idUSKBN1XA1S5; dan “Hungary, Poland and Czech
Republic Broke EU Law on Refugees, Says Court Adviser: DW: 31.10.2019” (Deutsche Welle, October 31, 2019),
https://www.dw.com/en/hungary-poland-and-czech-republic-broke-eu-law-on-refugees-says-court-adviser/a-51070
632.

prinsip non-refoulement. Prinsip ini merupakan aturan paling penting sehingga tidak ada satupun negara yang
boleh melakukan reservasi terhadap aturan ini. Prinsip ini melarang negara penerima untuk mengembalikan para
pengungsi, secara paksaan maupun tidak, ke negara asalnya.
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Penanganan krisis pengungsi melalui upaya integrasi telah dilakukan oleh

beberapa negara penerima pengungsi. Penulis menggunakan data dari penelitian

yang membandingkan kendala dari proses integrasi di Eropa Barat, Kanada, dan

Amerika Serikat (AS) dari Donato dan Ferris.12 Dalam upaya mengintegrasikan

para pengungsi menjadi bagian dari masyarakat lokal, negara-negara tersebut

menemukan kendala yang hampir sama seperti keterbatasan bahasa dan

kompetensi kerja dari para pengungsi. Contohnya, dalam proses integrasi

pengungsi yang terjadi di Belanda, kompetensi kerja dan kemampuan berbahasa

lokal masih menghambat para pengungsi untuk berintegrasi. Sementara itu,

proses integrasi pengungsi di negara seperti AS cenderung terkendala oleh

terbatasnya hak sipil bagi para pengungsi. Hal tersebut dinilai dapat menghambat

proses integrasi pengungsi asing dalam jangka panjang.

Proses integrasi pengungsi juga terjadi di negara berkembang seperti

Turki. Belakangan ini, Turki telah bertransformasi menjadi sebuah hybrid regime

yang cenderung bersikap otoriter.13 Namun, Ankara sering kali mencoba untuk

menunjukkan itikad baiknya kepada komunitas internasional untuk menciptakan

citra positif salah satunya dengan cara menampung dan memfasilitasi para

pengungsi Suriah yang ada di negaranya. Hal ini dibuktikan dengan

13 Nikolaos Stelgias, “Turkey’s Hybrid Competitive Authoritarian Regime A Genuine Product Οf Anatolia’s
Middle Class” (Hellenic Foundation for European and Foreign Policy, 2015),
http://www.eliamep.gr/wp-content/uploads/2015/02/60_2015_-WORKING-PAPER-_Nikolaos-Stelgias-1.pdf.;
dan Jean-François Gagné, “Hybrid Regimes” (The Oxford Bibliographies, May 2, 2019),
https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199756223/obo-9780199756223-0167.xml.;
hybrid regimes merupakan suatu terminologi yang dikembangkan oleh Jean François-Gagné yang merujuk pada
karakteristik negara yang sistem pemerintahannya menggabungkan nilai-nilai demokratis dan otokrasi. Turki
merupakan salah satu negara yang memiliki karakteristik ini ditandai dengan adanya pemilihan umum dan
perlindungan pada hak-hak masyarakat sipil namun kondisi seperti persaingan politik yang tidak sehat dan
pelanggaran terhadap hak asasi manusia masih sering terjadi.

12 Katherine M. Donato dan Elizabeth Ferris, Refugee Integration in Canada, Europe, and the United States, The
Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol 690, Issue 01, 2020, hal.7-35, doi:
https://doi.org/10.1177/0002716220943169. Kedua kemampuan tersebut juga berdampak pada peningkatan
peluang bagi para pengungsi untuk menjalin hubungan baik dengan pekerja lokal yang turut menjadi salah satu
faktor kesuksesan upaya integrasi yang dilaksanakan oleh suatu negara.
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implementasi kebijakan buka pintu (open door policy) bagi para pengungsi yang

mencari perlindungan sejak awal terjadinya konflik di Suriah. Kebijakan ini

didukung penuh oleh Presiden Recep Tayyip Erdoğan dan para pejabat tinggi

Turki lainnya.14 Langkah ini juga sejalan dengan posisi Turki sebagai negara

penandatangan Konvensi Pengungsi 1951.

Namun, proses integrasi pengungsi yang terjadi di Turki dapat dikatakan

cukup berbeda dengan yang telah terjadi di negara-negara Eropa dan Amerika

Utara. Hal ini karena posisi geografis Turki yang yang secara langsung

berbatasan dengan Suriah sehingga turut terdampak langsung oleh krisis

kemanusiaan yang terjadi di negara tetangganya. Konsekuensinya, Pemerintah

Turki, organisasi internasional (OI), serta non-governmental organization (NGO)

harus berperan aktif dan bekerja sama dalam mengatasi permasalahan ini dengan

cara membangun relasi yang baik antara satu sama lain dan menjembatani

interaksi antara para pengungsi, masyarakat, dan pemerintah lokal. Sehingga,

timbul suatu dinamika interaksi antar aktor yang memengaruhi proses integrasi

pengungsi di Turki. Di sisi lain, OI dan NGO memiliki peran yang amat krusial

dalam penyaluran bantuan kemanusiaan dan penyediaan berbagai jasa bagi para

pengungsi yang melengkapi bantuan yang telah diberikan oleh aktor negara.15

15 Ulaş Sunata and Salіh Tosun, “Assessing the Civil Society’s Role in Refugee Integration in Turkey: NGO-R as a
New Typology,” Journal of Refugee Studies 32, no. 4 (2018): pp. 683-703, https://doi.org/10.1093/jrs/fey047.; dan
Bülent Aras and Yasin Duman, “I/Ngos’ Assistance to Syrian Refugees in Turkey: Opportunities and Challenges,”
Journal of Balkan and Near Eastern Studies 21, no. 4 (2018): pp. 478-491,
https://doi.org/10.1080/19448953.2018.1530382. Peran dan bantuan yang ditawarkan oleh OI dan NGO
mendorong terjadinya proses integrasi para pengungsi dari lingkup masyarakat akar rumput (grass-root level). OI
dan NGO sebagai bagian dari kelompok masyarakat memiliki peran dalam pemenuhan bidang-bidang yang
terdapat dalam integration framework-nya Ager dan Strang.

14 “Syrians in Turkey: Special Report 2018”, Ombudsman Institution of the Republic of Turkey, 2018, hal.6-7;
Gülay Uğur Göksel, "Integration of Syrian Refugees in Turkey", Integration of Immigrants and the Theory of
Recognition (25 October 2017), hal.155-156.
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Dalam penelitian ini, OI dan NGO bersifat saling melengkapi peran pemerintah

dalam memberikan bantuan bagi para pengungsi Suriah.

Selain itu, terlepas dari karakteristiknya sebagai "negara transit", lebih

banyak pengungsi Suriah yang memutuskan untuk tinggal menetap di Turki

dibandingkan mereka yang ingin menyebrang ke wilayah UE, AS, dan Kanada.16

Sehingga, dapat dikatakan bahwa Turki telah berubah menjadi negara penerima

pengungsi baru. Selain itu, istilah "negara transit" masih sering diperdebatkan

oleh kalangan akademisi dan organisasi internasional. Hal ini amat erat kaitannya

dengan definisi dari negara transit yang ditentukan oleh jumlah waktu yang

dihabiskan di para pengungsi sebelum akhirnya berpindah ke "negara tujuan".

Sementara itu, OI seperti UNHCR tidak memiliki jangka waktu untuk

mengkalkulasikan durasi pengungsi di "negara transit" maupun definisi yang

jelas terkait dengan transit migration.

Adapun mayoritas pengungsi Suriah di Turki tidak tinggal di

penampungan pengungsi yang disediakan oleh pemerintah setempat dan

organisasi internasional. UNHCR menyatakan bahwa 98% pengungsi Suriah di

Turki tinggal dengan bebas di luar penampungan pengungsi sementara.17 Banyak

pengungsi yang memutuskan untuk tinggal bersama dengan para pengungsi

lainnya dan menyewa apartemen di perkotaan besar seperti Istanbul dan

Ankara.18 Dengan kondisi seperti ini, para pengungsi dapat mencari lapangan

18 Franck Düvell, “Turkey, the Syrian Refugee Crisis and Changing Dynamics of Transit Migration,” in
Mediterranean Yearbook (European Institute of the Mediterranean, 2013).

17 "Turkey Fact Sheet, October 2019", UNHCR.

16 “Key Migration Terms” (International Organization for Migration), accessed November 12, 2021,
https://www.iom.int/key-migration-terms.; Negara transit diartikan IOM sebagai negara yang dilewati oleh para
pengungsi sebelum ke negara destinasi yang dituju atau dari negara yang dituju ke negara asal. Dalam kasus lain,
PBB sendiri tidak memiliki kejelasan dalam mengkalkulasikan waktu yang dihabiskan para pengungsi di negara
transit sehingga menjadikan negara tersebut sebagai negara destinasi.
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pekerjaan meskipun pada faktanya hanya 1,5% dari mereka yang memiliki izin

kerja resmi dari Pemerintah Turki. Konsekuensinya, banyak para pengungsi

Suriah yang tidak memiliki izin kerja yang memutuskan untuk mencari lapangan

pekerjaan dalam sektor informal yang rentan mendapatkan kondisi kerja yang

tidak layak dan upah di bawah UMR.19

Turki juga merupakan negara penerima pengungsi Suriah terbanyak sejak

tahun 2015. Terdapat sekitar 3,412,368 pengungsi Suriah dalam status temporary

protection pada tahun 2017.20 Dua tahun kemudian, angka pengungsi naik

menjadi 3,6 juta.21 Berkaitan dengan persoalan di atas, Ombudsman Turki telah

memprediksi adanya lonjakan kedatangan pengungsi Suriah ke Turki. Sehingga,

pihaknya tengah mempersiapkan solusi kebijakan jangka panjang untuk

mengatasi permasalahan tersebut.22 Kenaikan ini juga mendorong Ankara untuk

mengeluarkan kebijakan khusus seperti pemberian hak jaminan sosial yang

kurang lebih serupa dengan hak yang dimiliki oleh warga lokal dan pembentukan

aturan hukum termasuk temporary protection bagi para pengungsi yang dapat

mendorong terjadinya proses integrasi. Meskipun begitu, Pemerintah Turki

belum memiliki kebijakan imigrasi yang eksplisit sehingga memberikan

ketidakpastian bagi para pengungsi.

Berkaitan dengan pemberian status temporary protection bagi para

pengungsi Suriah, para pengungsi diperbolehkan mengakses kebutuhan dasar

22 Alan Makovsky, "Turkey's Refugee Dilemma: Tiptoeing towards Integration", Center for American Progress,
March 2019, hal.1-39.

21 UNHCR, "Turkey Fact Sheet, October 2019".
20 “Syrians in Turkey: Special Report 2018”, hal.26.

19 “A New Policy to Better Integrate Refugees into Host-Country Labor Markets,” ReliefWeb (CGDev, November
25, 2019), https://reliefweb.int/report/turkey/new-policy-better-integrate-refugees-host-country-labor-markets.
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(basic needs), dokumen identitas, izin kerja, bantuan sosial, dan pendidikan yang

diberikan oleh otoritas Turki.23 Status ini diatur dalam peraturan Temporary

Protection Regulation (TPR).24 Namun, Ankara belum dapat memenuhi hak dari

para pengungsi Suriah yang dibuktikan oleh hadirnya permasalahan dasar seperti

pada pengurusan dokumen dan perizinan bagi para pengungsi. Dalam hal ini,

pengungsi Suriah harus memiliki kartu tanda penduduk (kimlik) yang berfungsi

sebagai syarat untuk mengakses fasilitas sosial yang kurang lebih sama seperti

masyarakat Turki pada umumnya. Namun, proses mendapatkan kimlik sering kali

dianggap membingungkan.25 Para pengungsi sering kali merasa kesulitan untuk

mendapatkan kimlik karena terhambat oleh kemampuan bahasa Turki yang

terbatas. Dalam mengatasi permasalahan ini, OI dan NGO berperan penting

dalam membantu proses registrasi kimlik dan menjembatani komunikasi antara

para pengungsi dengan lembaga setempat yang sama-sama bertanggung jawab

dalam pembuatan kimlik dan izin kerja bagi para pengungsi.26

Selain itu, Ankara juga telah membentuk beberapa peraturan khusus

mengenai perlindungan dan hak pekerjaan bagi warga negara asing yang ada di

negaranya. Peraturan tersebut meliputi Law on Foreigners and International

Protection (LFIP) 2013, Regulation on Work Permits for Regulation on Work

Permits for Foreigners under Temporary Protection (RWPFTP) 2016, dan

26 Bülent Aras and Yasin Duman, “I/NGOs’ Assistance to Syrian Refugees in Turkey: Opportunities and
Challenges,” Journal of Balkan and Near Eastern Studies 21, no. 4 (2018): pp. 478-491,
https://doi.org/10.1080/19448953.2018.1530382

25 Baban, Ilcan, dan Rygiel, 2016.

24 United Nations High Commissioner for Refugees, “Turkey: Temporary Protection Regulation,” Refworld
(Government of Turkey), accessed December 11, 2021, https://www.refworld.org/docid/56572fd74.html.

23 "Refugee Law and Policy: Turkey", Legal Reports, The United States Library of Congress, terakhir diakses pada
tanggal 20 April 2021, https://www.loc.gov/law/help/refugee-law/turkey.php.
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International Labour Force Law (ILFL) 2016.27 Aturan tersebut dibentuk untuk

menyerap para pengungsi ke dalam pasar kerja nasional, khususnya pada sektor

formal. Secara implisit, ketiga aturan tersebut dinilai oleh para sarjana dapat

mendorong terjadinya proses integrasi pengungsi yang lebih masif di Turki.

Namun, implementasi dari aturan-aturan di atas belum berlangsung dengan baik

sehingga memunculkan beragam permasalahan dalam proses integrasi

pengungsi.

Permasalahan lainnya yang masih dihadapi oleh para pengungsi Suriah di

Turki adalah diskriminasi sosial. Permasalahan ini merupakan sebuah hal yang

lumrah terjadi di negara-negara penerima pengungsi. Dalam hal ini, diskriminasi

sosial terhadap para pengungsi dapat terjadi akibat kurangnya sosialisasi yang

dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat lokal mengenai kebijakan dapat

mendorong terjadinya integrasi (contoh: LFIP, RWPFTP, ILFL, dan temporary

protection status). Hal ini dibuktikan melalui persepsi masyarakat setempat yang

cenderung negatif terhadap eksistensi para pengungsi Suriah di negaranya.28

Diskriminasi tidak hanya dilakukan oleh masyarakat lokal terhadap para

pengungsi. Tetapi, diskriminasi juga dilakukan secara sistemik oleh aparat

keamanan setempat. Beberapa anggota dari aparat keamanan dilaporkan telah

melakukan tindakan kekerasan dan mendeportasi para pengungsi secara paksa ke

Suriah.29

29 Umar Farooq and Nabih Bulos, “Anti-Refugee Sentiment Grows in Turkey as Government Begins to Send
Syrians Back” (The Los Angeles Times, July 25, 2019), terakhir diakses pada Agustus 2021
https://www.latimes.com/world-nation/story/2019-07-25/turkey-shows-signs-of-exasperation-over-refugees.

28 International Crisis Group, “Turkey’s Syrian Refugees: Defusing Metropolitan Tensions,” International Crisis
Group Europe Report, No. 248 (January 29, 2018): pp. 1-22; Makovsky, 2019.

27 Ahmet İçduygu dan Dogus Simsek, "Syrian Refugees in Turkey: Towards Integration Policies", Turkish Policy
Quarterly Fall 2016, 63-64.
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Proses integrasi amat penting untuk didorong oleh para aktor mengingat

kecilnya peluang bagi para pengungsi Suriah untuk kembali ke negaranya.30

Proses ini juga dilakukan untuk mencegah resiko yang ditimbulkan oleh adanya

protracted refugee situation (PRS) seiring dengan semakin banyaknya jumlah

pengungsi Suriah yang datang ke Turki.31 Namun, kebijakan dan bantuan yang

dibentuk oleh Ankara sering kali tidak konsisten sehingga menimbulkan polemik

ataupun permasalahan lainnya yang dapat menghambat proses integrasi

pengungsi. Sehingga, proses integrasi harus melibatkan kerja sama antara

Pemerintah Turki dengan aktor-aktor lainnya seperti OI dan NGO. Para aktor

tersebut berperan penting dalam memfasilitasi proses integrasi pengungsi melalui

penyaluran bantuan serta pembentukan program sosial yang menjembatani

interaksi antara para pengungsi dan masyarakat lokal.32

Berdasarkan pada paparan di atas, hal yang paling menarik untuk dikaji dalam

penelitian ini adalah bagaimana proses integrasi pengungsi Suriah terjadi di

Turki berdasarkan pada proses pemenuhan kebutuhan para pengungsi. Proses

tersebut masih terkendala oleh adanya barier seperti diskriminasi sosial,

implementasi dari UU seperti RWPFTP dan ILFL yang belum sepenuhnya

efektif dalam menjaring para pengungsi untuk terintegrasi pada bidang

ketenagakerjaan, dan keterbatasan bahasa lokal yang membuat para pengungsi

kesulitan dalam proses administrasi dokumen seperti kimlik maupun mengakses

32 Ulaş Sunata and Salіh Tosun, “Assessing the Civil Society’s Role in Refugee Integration in Turkey: NGO-R as a
New Typology,” Journal of Refugee Studies 32, no. 4 (2018): pp. 683-703, https://doi.org/10.1093/jrs/fey047.

31 UN Refugees, “Protracted Refugee Situations Explained", 28 Januari 2020, terakhir diakses pada Agustus 2021,
https://www.unrefugees.org/news/protracted-refugee-situations-explained/.

30 Feyzi Baban, Suzan Ilcan, dan Kim Rygiel, Syrian Refugees in Turkey: Pathways to precarity, differential
inclusion, and negotiated citizenship rights, Journal of Ethnic and Migration Studies, 2016, hal.1-17,
http://dx.doi.org/10.1080/1369183X.2016.1192996.
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bantuan lainnya. Selain itu, pemenuhan kebutuhan pengungsi juga difasilitasi

oleh bantuan dari para aktor seperti Pemerintah Turki, OI, dan NGO. Oleh karena

itu, penting untuk mengembangkan penelitian ini dengan berfokus pada

pemenuhan kebutuhan pengungsi dan interaksi dari para aktor melalui kerja sama

dan berbagai program bantuan bagi para pengungsi yang dapat mendorong

terjadinya proses integrasi pengungsi Suriah di Turki.

1.2.2. Pembatasan Masalah

Sadar akan luasnya cakupan penelitian dalam kajian migrasi – termasuk

mengenai proses integrasi pengungsi, diperlukan adanya pembatasan untuk

menghindari adanya redundansi dalam penelitian ini. Pembatasan masalah

meliputi pada rentang waktu penelitian, aktor, dan indikator dalam proses

integrasi. Penulis membatasi waktu penelitian mengenai proses integrasi

pengungsi Suriah di Turki ini dari tahun 2015-2019. Pada rentang tahun tersebut,

terjadi pembentukan kebijakan pengungsian baru sekaligus kenaikan jumlah

pengungsi yang signifikan.33 Penelitian ini juga hanya menggunakan empat

indikator seperti markers and means, foundations, social connections, dan

facilitators dari konsep integration framework yang dikembangkan oleh Ager

dan Strang untuk mengetahui terjadinya proses integrasi pengungsi Suriah di

Turki. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif, penelitian ini

juga menggunakan cobweb model dalam menganalisis proses integrasi pengungsi

yang difasilitasi oleh aktor pemerintah dan non-pemerintah (OI dan NGO).

Cobweb model digunakan untuk memperlihatkan interaksi antara para aktor yang
33 “Syrians in Turkey: Special Report 2018”, hal.27.
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terjadi akibat adanya kerja sama, kesamaan pandangan, maupun program yang

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dari para pengungsi yang sesuai dengan

empat indikator integration framework yang dapat mendorong terjadinya proses

integrasi pengungsi.

1.2.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada deskripsi permasalahan dalam penelitian ini, peneliti

menarik perumusan masalah yang dianalisis dalam penelitian ini yaitu

"Bagaimana terjadinya proses integrasi pada pengungsi Suriah di Turki

pada tahun 2015-2019?"

1.3. Tujuan dan Kegunaan

1.3.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses integrasi pengungsi Suriah

yang terjadi di Turki. Dalam hal ini, penelitian ini ingin melihat mengenai proses

integrasi pengungsi Suriah yang dibantu melalui program dari para aktor seperti

Pemerintah Turki, OI, dan NGO pada tahun 2015-2019. Peneliti juga ingin

melengkapi kekurangan dari berbagai penelitian serupa yang umumnya hanya

berfokus pada proses integrasi dalam bidang hukum dan ketenagakerjaan saja.

Selain itu, penelitian ini mencoba untuk mengaplikasikan integration framework

dan cobweb model yang pembahasannya masih amat jarang ditemukan dalam

berbagai penelitian yang terkait proses integrasi pengungsi Suriah di Turki.
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1.3.2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai salah satu bentuk kontribusi

dalam kajian kepustakaan ilmu hubungan internasional, khususnya dalam

lingkup kajian kemanusiaan, migrasi, dan kawasan Timur Tengah. Penelitian ini

dapat dijadikan sebagai sebuah contoh penelitian yang menerapkan konsep

integration framework dan cobweb model dalam kasus integrasi pengungsi.

Dalam hal ini, penulis ingin membantu para peneliti lain yang sedang mengkaji

penelitian yang sama dalam hal penanganan pengungsi di negara penerima

maupun kerja sama multi aktor dalam pemenuhan kebutuhan pengungsi yang

dapat mendorong terjadinya proses integrasi. Sehingga, penelitian ini dapat

dijadikan sebagai referensi bacaan dalam upaya integrasi pengungsi. Sadar akan

segala kekurangan yang terdapat dalam penelitian ini, penulis berharap agar

peneliti lain dapat mengkritisi dan mengembangkan hasil temuan dalam

penelitian ini sehingga dapat memunculkan inovasi baru dalam penelitian lainnya

di masa mendatang.

1.4. Kajian Literatur

Dalam penelitian ini, kajian literatur berfungsi untuk memberikan gambaran

awal mengenai topik penelitian berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan

sebelumnya. Kajian literatur juga digunakan untuk menjelaskan alur penelitian ini

secara implisit. Terdapat tiga tulisan yang mengangkat isu hukum, ketenagakerjaan,

dan pendidikan yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Literatur pertama

adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Ahmet İçduygu dan Doğuş Şimşek yang
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membahas mengenai perkembangan peraturan nasional Turki dalam merespon

lonjakan kedatangan pengungsi Suriah sejak tahun 2011.34 Pada tahun 2014, Ankara

menerbitkan UU bagi Orang Asing dan Perlindungan Internasional (LFIP) yang

belum dapat meningkatkan proses integrasi pengungsi dalam pasar kerja nasional.

Kemudian, Ankara menerbitkan dua UU pada tahun 2016. UU pertama adalah

Regulation on Work Permits for Foreigners under Temporary Protection (RWPFTP)

yang mengatur izin kerja bagi orang asing dalam status temporary protection.

RWPFTP juga membahas mengenai affirmative action berupa besaran alokasi

penyerapan tenaga pengungsi terhadap pasar kerja nasional sebesar 10%. UU kedua

adalah International Labour Force Law (ILFL) yang bertujuan untuk menjaring

imigran dan pengungsi berkemampuan tinggi ke dalam pasar kerja nasional.35

Literatur kedua adalah sebuah bab buku yang ditulis oleh Gülay Uğur Göksel

yang membahas mengenai berbagai permasalahan dalam proses integrasi pengungnsi

Suriah dalam bidang hukum dan ketenagakerjaan.36 Göksel menjelaskan bahwa Turki

telah menjadi negara penerima pengungsi baru sehingga perlu adanya perubahan

dalam aturan hukum domestik yang menjamin adanya perlindungan dan kesempatan

bagi pengungsi Suriah untuk berintegrasi melalui penyerapan tenaga kerja. Aturan

hukum kontemporer seperti RWPFTP dan ILFL dianggap belum dapat membawa

perubahan yang signifikan karena masih sedikitnya angka pengungsi Suriah yang

36 Gülay Uğur Göksel, "Integration of Syrian Refugees in Turkey", Integration of Immigrants and the Theory of
Recognition (25 October 2017), 145-175.

35 Icdugyu dan Simsek, Ibid. RWPFTP dan ILFL dinilai berdampak terhadap peningkatan jumlah pengungsi dalam
pasar kerja nasional yang secara langsung memengaruhi proses integrasi dalam bidang lainnya seperti akses
terhadap pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal.

34 Ahmet İçduygu dan Dogus Simsek, "Syrian Refugees in Turkey: Towards Integration Policies", Turkish Policy
Quarterly Fall 2016, 59-69. Pertama, UU RWPFTP mengatur proses integrasi pengungsi dalam pasar kerja
domestik melalui jaminan gaji UMR dan affirmative action dalam penyerapan tenaga kerja sejak tahun 2016.
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terserap dalam lapangan kerja formal.37 Selain itu, masyarakat Turki menganggap

eksistensi para pengungsi sebagai ancaman terhadap keamanan dan aktivitas

perekonomian setempat. Apabila Ankara tidak kunjung mengeluarkan kebijakan

integrasi, para pengungsi terancam mengalami permasalahan yang sama dan dapat

berujung pada semakin kompleksnya PRS karena semakin banyaknya jumlah

pengungsi yang berlindung di Turki.

Literatur ketiga adalah sebuah artikel jurnal yang ditulis oleh Hasan Aydin,

Mahmut Gündoğdu, dan Arif Akgul.38 Artikel ini melihat pada persepsi tenaga

pengajar Turki, selaku masyarakat penerima, terhadap partisipasi anak-anak

pengungsi Suriah dalam proses pendidikan. Artikel ini menggarisbawahi pada adanya

urgensi untuk mengintegrasikan anak-anak pengungsi sebagai bagian dari sistem

pendidikan nasional. Selain itu, penting untuk meningkatkan kesiapan tenaga

pengajar melalui pelatihan pendidikan multikultural, proses penyampaian materi

secara bilingual, dan pembentukan kurikulum khusus dianggap sebagai hal yang

krusial untuk mencapai kesuksesan dari implementasi upaya integrasi siswa

pengungsi ke dalam pendidikan nasional. Ankara telah memiliki rencana untuk

mengintegrasikan anak-anak pengungsi ke dalam sistem pendidikan nasional pada

tahun 2020. Namun, angka anak-anak pengungsi (terutama yang tinggal di luar

38 Hasan Aydin, Mahmut Gündoğdu, dan Arif Akgul, Integration of Syrian Refugees in Turkey: Understanding the
Educators' Perception, Journal of International Migration and Integration (04 January 2019), hal.1-12. Penelitian
dalam artikel jurnal ini dilakukan melalui proses wawancara terhadap 353 tenaga pengajar di Turki. Wawancara
dilakukan untuk mengetahui perspektif dari para pengajar mengenai sikap, ketersediaan, dan permasalahan yang
mereka hadapi berkaitan dengan hadirnya anak-anak pengungsi di sekolah formal. Selain itu, para pengajar juga
merasa bahwa mereka belum dibekali persiapan yang memadai untuk mengajar anak-anak pengungsi oleh
Pemerintah Turki.

37 Göksel, Ibid. Pengungsi Suriah juga masih dihadapkan oleh kendala bahasa dan kualifikasi pekerjaan sehingga
tidak dapat terserap dalam pasar kerja melalui aturan seperti ILFL.
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penampungan) yang terdaftar dalam sistem pendidikan formal masih sangat sedikit

dibandingkan dengan anak-anak yang tinggal di penampungan pengungsi.

Berdasarkan observasi dan analisis penulis terhadap tiga karya literatur di atas

dan karya literatur lainnya, ditemukan bahwa banyak literatur mengenai integrasi

yang hanya mengedepankan bidang hukum dan ketenagakerjaan bagi para pengungsi.

Kedua bidang tersebut sering kali dijadikan indikator dalam menentukan kesuksesan

proses integrasi yang dilakukan oleh suatu negara. Namun, dua bidang tersebut tidak

cukup untuk digunakan dalam melihat kemajuan dari upaya integrasi pengungsi. Hal

ini disebabkan karena proses integrasi merupakan proses yang harus berjalan

setidaknya secara dua jalur (two-way) karena melibatkan interaksi antara para

pengungsi dan masyarakat lokal, multidimensional, dan memiliki bidang lain yang

penting untuk diteliti lebih lanjut seperti tempat tinggal, pemahaman bahasa dan

budaya lokal, keamanan dan stabilitas para pengungsi, dan interaksi antara pengungsi

dan masyarakat serta lembaga pemerintahan di negara setempat. Sehingga, cakupan

dalam penelitian ini diperluas dengan tidak hanya mendiskusikan bidang hukum dan

ketenagakerjaan saja untuk mengetahui proses integrasi yang terjadi pada para

pengungsi Suriah di Turki. Hal ini juga dibahas secara lebih lanjut dalam kerangka

pemikiran.

1.5. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini membutuhkan suatu kerangka pemikiran yang terstruktur dan

relevan untuk mempertajam alur dan analisis. Teori liberalisme sosiologis (beserta

cobweb model) digunakan peneliti sebagai landasan teori utama dalam penelitian ini.

18



Teori ini menggarisbawahi pada pentingnya interaksi antar aktor transnasional seperti

aktor pemerintah, kelompok masyarakat sipil, OI, dan lain sebagainya dalam

dinamika hubungan internasional.39 Liberalisme sosiologis memandang hubungan

antar manusia sebagai suatu hal yang jauh lebih kooperatif dan kompleks sehingga

dapat mendorong terjadinya kerja sama dan perdamaian. Hubungan antar aktor juga

dapat mendorong terbentuknya security community melalui proses integrasi yang

terjadi antara satu kelompok masyarakat ke dalam kelompok tertentu yang lebih

besar. Sehingga, suatu permasalahan yang dapat ditimbulkan oleh adanya konflik

pada suatu masyarakat dapat teredam.40

Namun, perlu adanya penggunaan konsep lain dalam menjelaskan terjadinya

proses integrasi pengungsi yang lebih komprehensif daripada teori liberalisme

sosiologis. Integration framework digunakan sebagai konsep utama dalam penelitian

ini untuk menjelaskan terjadinya proses integrasi pengungsi Suriah yang terjadi di

Turki. Penelitian ini melihat proses integrasi yang terjadi pada para pengungsi Suriah

berdasarkan empat indikator utama yang merupakan bagian dari kebutuhan para

pengungsi yaitu markers and means, foundations, social connections, dan

facilitators.41 Proses integrasi pengungsi Suriah terjadi karena adanya pemenuhan

kebutuhan para pengungsi berdasarkan kepada empat indikator tersebut yang

41 Alastair Ager dan Alison Strang, Understanding Integration: A Conceptual Framework, Journal of Refugee
Studies Vol 21 No 2 Oxford University Press, 17 April 2008, hal.166-191, doi:10.1093/jrs/fen016. Konsep ini
dipilih untuk memperjelas penemuan (findings) dan mempertajam argumen dalam penelitian. Ager dan Strang
mengembangkan konsep ini melalui kajian pustaka berbagai literatur mengenai studi migrasi dan pengungsi serta
melalui analisis terhadap laporan Majelis Eropa mengenai indikator dan tolak ukur integrasi pengungsi. Dalam
pengembangan konsep ini, kedua sarjana tersebut juga melakukan lebih dari 62 wawancara dengan pengungsi
berstatus resmi (formal refugee status) dan penduduk lokal non-pengungsi di Inggris.

40 Jackson dan Sorensen, Ibid. Terdapat empat tahap utama yang dapat membentuk security community yaitu
peningkatan dalam proses komunikasi sosial, mobilitas manusia, hubungan perekonomian, dan social exchange.

39Bob Sugeng Hadiwinata, Studi dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, dan Reflektivis,
(Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), hal.90-93; Robert Jackson dan Georg Sorensen, Introduction to
International Relations: Theories and Approaches (Fifth Edition), (Oxford: Oxford University Press, 2013),
hal.102-105. Hubungan antar aktor transnasional dinilai jauh lebih efektif dalam menciptakan perdamaian dan
interdependensi daripada hubungan antar negara.
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difasilitasi oleh para aktor seperti Pemerintah Turki, OI, dan NGO. Penting untuk

mengetahui interaksi antar aktor yang berdasarkan kepada kerja sama, kesamaan

pandangan, dan program pemenuhan kebutuhan pengungsi yang diselenggarakan oleh

para aktor tersebut yang dapat mendorong terjadinya proses integrasi yang lebih baik.

Oleh karena itu, konsep integration framework juga memerlukan konsep lainnya

seperti cobweb model untuk menjelaskan interaksi antar aktor yang mendorong

terjadinya proses integrasi.

Konsep integration framework juga digunakan karena masih sedikitnya teori

maupun konsep yang membahas mengenai isu migrasi dalam ilmu hubungan

internasional. Menurut Ager dan Strang, proses integrasi pengungsi merupakan suatu

konsep yang sering kali dipakai dalam berbagai diskursus politik, khususnya

mengenai penanganan pengungsi.42 Proses integrasi dikatakan sebagai sebuah proses

two-way yang melibatkan pengungsi dan masyarakat di negara penerima. Belakangan

ini, integrasi dijadikan salah satu cara untuk menangani krisis pengungsi oleh

berbagai aktor termasuk negara dan organisasi internasional. Namun, tidak terdapat

definisi umum yang diterima oleh banyak pihak terkait integrasi pengungsi sehingga

diskursus mengenai integrasi pengungsi masih menjadi topik yang sering

diperdebatkan.43

Konseptualisasi dari proses integrasi pengungsi sangatlah subjektif terhadap

kepentingan, nilai, pandangan, dan kondisi politik dari negara penerima.44 Penelitian

44 Sigona, hal.118; “Harmonisation,” Directorate General of Migration Management (Republic of Turkey: Ministry
of Interior), accessed November 11, 2021, https://en.goc.gov.tr/about-harmonisation.; dan Battala dan Tolay, 2018.
Turki merupakan salah satu negara yang mengonseptualisasi pandangannya terhadap proses integrasi pengungsi.
Konseptualisasi ini dilakukan karena tidak populernya istilah integrasi dalam pandangan masyarakat Turki secara
umum yang ditandai dengan tingginya stigma masyarakat terhadap para pengungsi Suriah. Sehingga, Ankara

43 Ibid, hal.167; Nando Sigona, “Refugee Integration(s): Policy and Practice in the European Union,” Refugee
Survey Quarterly 24, no. 4 (January 2005): pp. 115-122, https://doi.org/10.1093/rsq/hdi093.

42 Ager dan Strang, 2008.
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ini menggunakan beberapa pandangan dari para ahli dan data organisasi internasional

untuk mendefinisikan konsep integrasi pengungsi dalam penelitian ini. European

Council on Refugees and Exile (ECRE) menjelaskan bahwa integrasi pengungsi

merupakan suatu proses yang melibatkan pengungsi dan komunitas masyarakat di

negara penerima yang umumnya bersifat dinamis, setidaknya bersifat dua arah

(two-way), berjangka panjang, dan multidimensional atau melibatkan partisipasi

pengungsi dalam aspek-aspek sosial di negara penerima.45 Bagian mengenai proses

dua arah yang ditawarkan dalam definisi ECRE sering kali dikritik oleh para sarjana.

Mereka beranggapan bahwa integrasi merupakan proses yang tidak hanya melibatkan

para pengungsi dan komunitas masyarakat di negara penerima saja. Tetapi, integrasi

melibatkan berbagai aktor seperti OI dan NGO serta pemangku kepentingan lokal

yang sering kali memiliki perbedaan sudut pandang politik dan cara pikir dalam

menyikapi kehadiran pengungsi.46

Terdapat empat indikator utama pada konsep integration framework.47

Indikator pertama adalah markers and means yang terdiri atas akses para pengungsi

terhadap bidang pekerjaan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan di negara

penerima. Indikator ini dijadikan sebagai indikator utama yang mengukur kesuksesan

47 Ager dan Strang, 2008.
46 Sigona, hal.118

45 “ECRE Position on the Integration of Refugees in Europe” (European Council on Refugees and Exile,
December 2002),
https://www.ecre.org/wp-content/uploads/2016/07/ECRE-Position-on-the-Integration-of-Refugees-in-Europe_Dec
ember-2002.pdf. Dikatakan bahwa integrasi pengungsi membutuhkan upaya atau dorongan dari diri pengungsi
yang datang ke negara penerima untuk beradaptasi dengan budaya setempat tanpa perlu menghilangkan karakter,
ciri khas, atau identitas budaya dari negara asal. Begitupun dengan masyarakat di negara penerima yang harus
dapat merangkul dan menerima kehadiran para pengungsi serta berinisiatif dalam memberikan akses bantuan
terhadap para pengungsi dalam berbagai bidang seperti dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, dan
kebudayaan di negara penerima.

memutuskan untuk menggunakan istilah "harmonisasi" yang pada prinsipnya mengikuti karakteristik integrasi
yang dikembangkan oleh ECRE. Ankara juga cenderung mendorong proses "harmonisasi" berjalan melalui
pembentukan kebijakan seperti RWPFTP, ILFL, dan RTP. Meskipun begitu, pengungsi Suriah tetap dihadapkan
oleh beberapa permasalahan seperti adanya limitasi dalam bergerak dan cukup tingginya stigma negatif
masyarakat Turki terhadap eksistensi mereka. Seiring waktu, Ankara menjadi semakin kesulitan dalam mengatasi
krisis pengungsi yang terjadi di negaranya. Sehingga, Ankara menjadi lebih terbuka terhadap kehadiran
aktor-aktor lain, khususnya OI dan NGO, yang turut membantu memenuhi kebutuhan dari para pengungsi Suriah.
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dari proses integrasi yang terjadi di negara penerima. Apabila pengungsi telah

mendapatkan akses yang setara dengan masyarakat setempat dalam keempat bidang

di atas, maka dapat dikatakan bahwa pengungsi telah terintegrasi dengan baik di

negara penerima. Selain itu, data statistik juga digunakan untuk mengukur seberapa

jauh para pengungsi telah terintegrasi dalam indikator markers and means. Indikator

kedua adalah foundation. Indikator ini terdiri atas hak kewarganegaraan, hak

kesetaraan, dan hak-hak lainnya yang semestinya didapatkan oleh para pengungsi. Di

sisi lain, terdapat faktor dorongan dari negara penerima terhadap para pengungsi

untuk melepaskan kewarganegaraan sebelumnya untuk mendapatkan akses terhadap

fasilitas dan hak-hak sipil di negara penerima. Dalam indikator ini, integrasi dapat

dilihat apabila para pengungsi telah mendapatkan hak yang serupa dengan masyarakat

setempat dalam hal kesetaraan, keamanan, dan kebebasan untuk mempertahankan

budaya dan kepercayaan asal.

Indikator ketiga adalah social connection yang berdasar pada tiga bidang

utama yaitu koneksi sosial antara pengungsi dengan kelompok pengungsi lainnya),

koneksi sosial antara pengungsi dengan komunitas masyarakat lokal, dan koneksi

sosial antara pengungsi dengan lembaga pemerintah negara penerima).48 Ketiga

bidang tersebut dapat memengaruhi terjadinya proses integrasi pengungsi dalam

lingkup nasional. Dalam indikator ini, diperlukan untuk menganalisis data mengenai

opini publik masyarakat di negara penerima terhadap kehadiran dari para pengungsi

untuk melihat seberapa jauh proses integrasi telah terjadi. Terakhir, terdapat indikator

facilitators yang terdiri atas pemahaman para pengungsi terhadap bahasa dan budaya

48 Ager dan Strang, Ibid.
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lokal dan keamanan dan stabilitas sosial bagi para pengungsi. Dalam hal ini, proses

integrasi dapat dilihat berdasarkan interaksi pengungsi dengan masyarakat lokal dan

persepsi pengungsi terhadap stabilitas keamanan di lingkungan tempat tinggal

mereka. Para pengungsi harus aman dari segala bentuk kekerasan fisik maupun psikis

yang dapat dilakukan oleh masyarakat lokal.

Selama ini, pemenuhan kebutuhan pengungsi yang berdasarkan pada empat

indikator integration framework telah difasilitasi oleh aktor seperti Pemerintah Turki,

OI, dan NGO. Sehingga, penting untuk mengetahui interaksi yang terjadi di antara

para aktor tersebut yang dapat mengurangi barier integrasi dan mendorong terjadinya

proses integrasi pengungsi Suriah di Turki. Interaksi ini dapat ditinjau melalui

penggunaan cobweb model yang menekankan pada kerja sama antar aktor

berdasarkan pandangan maupun kepentingan dari para aktor dalam membantu

pemenuhan kebutuhan pengungsi melalui program maupun bantuan lainnya. Para

aktor memiliki pandangan dan kepentingan yang berbeda-beda. Interaksi antar aktor

seperti negara, OI, dan NGO dapat memunculkan suatu pola interaksi yang saling

tumpang tindih (overlapping) dan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.49

Interaksi tersebut juga memunculkan adanya komunikasi antar aktor selaku

bagian dari komunitas masyarakat internasional (World Society). Berbagai solusi

terhadap permasalahan yang terjadi dalam komunitas internasional dapat dicapai

apabila para aktor dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan satu sama lainnya.50

Dalam kasus ini, interaksi dan kerja sama antar aktor dalam pemenuhan kebutuhan

50 Ibid, hal.43

49 John W. Burton, “Conceptualizing and Models,” in World Society (Cambridge University Press, 1972), hal.
35-45.
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pengungsi dianggap sebagai sebuah kewajiban moral dan penghormatan terhadap

nilai-nilai hak asasi manusia sesuai dengan isi dari Konvensi Pengungsi 1951.51

Sehingga, para aktor dapat melindungi dan meningkatkan keselamatan serta stabilitas

sosial bagi para pengungsi yang dapat mendorong terjadinya proses integrasi.

Pengunaan cobweb model juga dapat memperlihatkan security community

karena adanya program maupun bantuan yang ditawarkan oleh para aktor bagi para

pengungsi. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan resiliensi sekaligus meredam

permasalahan yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan pengungsi. Penggunaan

konsep cobweb model juga dapat membantu memahami terjadinya proses integrasi

berdasarkan pada indikator dari integration framework. Cobweb model dapat

menunjukkan indikator integrasi yang menjadi fokus utama dari para aktor maupun

indikator integrasi lainnya yang masih belum menjadi fokus utama sehingga masih

terdapat permasalahan (barier) yang dapat menghambat terjadinya proses integrasi

pengungsi.

Berdasarkan pemaparan kerangka penelitian ini, analisis terhadap proses

integrasi pengungsi didasarkan pada pemenuhan kebutuhan para pengungsi Suriah

yang sesuai dengan empat indikator dari integration framework. Empat indikator

tersebut dapat menjelaskan bagaimana terjadinya proses integrasi pengungsi Suriah

serta barier yang dihadapi oleh para pengungsi dan masyarakat lokal dalam proses

integrasi. Adapun proses integrasi terjadi karena pemenuhan kebutuhan para

pengungsi yang difasilitasi oleh para aktor seperti Pemerintah Turki, OI, dan NGO

51 Niklas Ernst, “Liberal and Realist Explanations of Merkel's ‘Open-Door Policy’ During the 2015 Refugee
Crisis” (Inquiries Journal, February 1, 2021),
http://www.inquiriesjournal.com/articles/1870/liberal-and-realist-explanations-of-merkels-open-door-policy-durin
g-the-2015-refugee-crisis.
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yang saling berinteraksi berdasarkan kepentingannya dalam pemenuhan kebutuhan

pengungsi melalui program dan bantuan lainnya. Dalam penelitian ini, interaksi para

aktor yang mendorong terjadinya proses integrasi ini dianalisis melalui aplikasi

terhadap cobweb model.

1.6. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode

kualitatif. Metode penelitian kualitatif dilakukan melalui analisis deskriptif

terhadap suatu teks atau dokumen yang dapat mendukung proses penelitian.52

Metode kualitatif juga menekankan pada interpretasi deskriptif peneliti terhadap

objek yang sedang atau akan diteliti. Penelitian kualitatif bertujuan untuk

mengetahui proses dari bagaimana sebuah fenomena terjadi.53 Terdapat tiga

tahapan utama yang ditekankan dalam penelitian melalui metode kualitatif.

Pertama, peneliti harus mengumpulkan data terlebih dahulu sesuai dengan topik

dan tipe data yang akan digunakan dalam penelitian. Kedua, data yang sudah

dikumpulkan kemudian dianalisis oleh peneliti. Ketiga, data yang telah dianalisis

diinterpretasikan oleh peneliti sesuai dengan kebutuhan penelitian. Proses

interpretasi data ini dapat dilakukan dengan cara triangulasi dan observasi

berulang terhadap fenomena yang diteliti.

53 John W. Creswell, "Qualitative Methods", dalam buku digital Research Design: Qualitative, Quantitative, and
Mixed Methods Approaches (California: Sage, 2014), hal.463-527.

52 Ariadne Vromen, "Debating Methods: Rediscovering Qualitative Approaches", dalam buku Theory and Methods
in Political Science, e.d. David Marsh dan Gerry Stoker (Hampshire: Palgrave Macmillan, 2010), hal.249-266.
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1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi

pustaka dan dokumen. Penulis mengumpulkan literatur berbentuk artikel jurnal,

dokumen resmi dari pemerintah, OI, dan NGO, buku, dan artikel berita dari

sumber yang sahih dan terpercaya untuk mendukung proses penelitian.54 Teknik

pengumpulan ini mempermudah proses penelitian karena dapat menginterpretasi

teks yang dikumpulkan secara langsung dan teknik ini tidak memakan waktu

penelitian yang lama apabila dibandingkan dengan teknik pengumpulan data

lainnya. Adapun kelemahan dari teknik pengumpulan studi pustaka dan dokumen

dalam penelitian ini adalah keterbatasan data yang netral karena mayoritas data

merupakan keluaran dari pemerintah maupun institusi tertentu.

1.7. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang masing-masing menjelaskan

mengenai permasalahan dan analisis penelitian, yaitu:

Bab 1 yang membahas mengenai berbagai informasi yang menjadi latar

belakang dan identifikasi permasalahan dalam penelitian ini. Bab ini memuat

mengenai pembatasan dan perumusan masalah penelitian. Selain itu, penulis juga

mencantumkan tiga literatur dan kerangka penelitian untuk dijadikan pedoman

penelitian di beberapa bab selanjutnya. Metode penelitian dan teknik pengumpulan

data turut dibahas di dalam bab ini.

54 Creswell, Ibid.
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Bab 2 yang membahas mengenai keadaan dari pengungsi Suriah di Turki. Bab

ini menjelaskan mengenai kondisi umum para pengungsi Suriah dari tahun

2015-2019. Bab ini juga membahas mengenai empat permasalahan utama serta

kebijakan yang dibentuk oleh Pemerintah Turki dalam menangani para pengungsi

Suriah.

Bab 3 yang menjelaskan mengenai aktor-aktor yang terlibat dalam proses

integrasi pengungsi. Aktor-aktor tersebut terbagi atas aktor pemerintah seperti

DGMM dan AFAD dan aktor non-pemerintah seperti Türk Kizilay, UNHCR, IOM,

dan UNDP. Pembahasan mengenai aktor-aktor ini meliputi pada profil singkat dan

program bantuan yang disalurkan bagi para pengungsi.

Bab 4 yang menganalisis proses integrasi pengungsi Suriah di Turki dalam

kurun waktu 2015-2019 dengan menggunakan empat indikator dari konsep

integration framework untuk menjawab pertanyaan penelitian. Bab ini juga

membahas mengenai interaksi antar aktor pemerintah dan non-pemerintah yang

memfasilitasi terjadinya proses integrasi melalui bantuan maupun program bagi para

pengungsi. Interaksi tersebut dianalisis melalui cobweb model.

Bab 5 yang membahas mengenai kesimpulan dari hasil penelitian ini. Hasil

penelitian ditarik melalui identifikasi serta rumusan permasalahan.
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